PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897
sebagaimana telah diubah dengan Undang-—undang
Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Ketenagakerjaan,;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Ketja, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2918);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3259);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4048);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenaga Kerjaan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara-

Republik Indonesia Tahur 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomoer 39 Tahun 2004 tentang
Peniempatan dan Perlindungan Tehaga Kerja
Indonesia di luar negeri, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4445);

o)



9.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat  Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPUL.AUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah:.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah
unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah
kabupaten/kota.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas-dinas Daerah.

. Retibusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan
tertentu.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai  dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumiah retribusi yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adaiah surat ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retfribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara indonesia baik laki-laki
maupun perempuan yang bekerja di dalam dan diluar negeri dalam
jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adaiah badan
usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang
berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja indonesia ke luar
negefi.

luran Wajib Latih Tenaga Kerja adalah iuran dalam bentuk uang yang
wajib disetorkan oleh perusahaan kepada kas daerah yang selanjutnya
disebut iuran.

Lembaga latihan swasta adalah lembaga latihan kerja yang
menyelenggarakan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kerja luar
negeri atau perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk
kebutuhan sendiri baik yang dilaksanakan melalui program khusus
maupun pelatihan gabungan perusahaan sejenis.

BAB Ii
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 2

(1) Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :

a. Retribusi lzin Pendirian Kantor Cabang PJTKI (Perusahaan Jasa
Penyalur Tenaga Kerja Indonesia);

b. Retribusi !zin Penampungan TKi, Kantor Cabang PJTKI
(Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja Indonesia);

¢. Retribusi lzin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Oleh
Lembaga Latihan Swasta Skala Provinsi;

d. Retribusi {zin Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja Luar Negeri

e. Retribusi lzin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LPTKS) Dan
Lembaga Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi.

f. Retribusi Rekomendasi Pemagangan Luar ke Negeri.

g. Retribusi Sewa Peralatan Balai Latihan Kerja;
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